
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Jl. Taman Pahlawan Nomor 09 Purwakarta 41119 Telp./Faks. 0264-830457 

Pos-el : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Laman : dinsosp3a.purwakartakab.go.id 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang 
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
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TENTANG 
 

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA 
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

KEPALA DINAS, 
 

Menimbang  : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan 

sarana untuk mengoptimalkan partisipasi dan 

pengawasan Publik dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang 

baik, terbuka dan akuntabel; 

  b. bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat 

dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi 

yang lengkap, akurat dan faktual; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor …. tentang 

Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi pada Dinas/Badan/Kantor ….; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 

Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2021 Nomor 2); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang 
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 

pada Dinas/Badan/Kantor/…. sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari keputusan ini. 

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk 

untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. 

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, 

dan kewenangannya; 

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi 

Publik yang telah ditetapkan PPID; 

c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan 

Informasi Publik; 

d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas 

Pelayanan Informasi di Badan Publik; 

e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen 

Informasi Publik; 

f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan 

memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan 

g. menjamin ketersediaan dan akses layanan Informasi 

Publik agar mudah diakses oleh publik. 

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana berwenang : 

a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas 

Pelayanan Informasi di Badan Publik; 

b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi 

di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan 

Informasi Publik; dan 

c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk 
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menyiapkan dokumen dalam rangka membantu PPID 

dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas 

Informasi Publik yang akan dikecualikan atau 

pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu 

Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan 

Informasi Publik ditolak. 

KELIMA  Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan 

Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU dibentuk bidang pendukung yang terdiri 

dari : 

a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan 

administrasi dan teknis operasional serta sarana dan 

prasarana yang mendukung tersedianya layanan 

informasi dan dokumentasi; 

 

b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, 

bertugas mengolah data yang disajikan sebagai 

informasi dan dokumentasi publik, melakukan 

klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan 

informasi yang telah dikuasai; 

c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas 

memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas 

melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam 

penyelesaian sengketa informasi. 

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta; 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

 

 

 

 

  

Ditetapkan di Purwakarta 

Pada tanggal 8 Agustus 2025 

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

(TTD) 

(NAMA) 
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SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

NO. 
JABATAN DALAM 
KEANGGOTAAN 

JABATAN DALAM KEDINASAN 

1 
Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana 
Sekretaris Dinas 

2 
Sekretaris Pengelola Layanan 

Informasi dan Dokumentasi 

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan 

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

(Bidang Perlindungan Jaminan Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin) 

3 
Bidang Pengolahan Data dan 

Klasifikasi Informasi 

Penyuluh Sosial Ahli Pertama 

(Bidang Perlindungan Jaminan Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin) 

4 
Bidang Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi 

Penyuluh Sosial Ahli Pertama 

(Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan 

Sosial) 

5 
Bidang Fasilitasi Sengketa 

Informasi 

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 

Muda 

(Bidang Perlindungan Perempuan dan 

Anak) 
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